BAB IV
PENUTUP

4.1 Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat
disimpulkan di antaranya yaitu :

1. Pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU)
memiliki  spesifikasi tersendiri karena sifatnya yang
tersembunyi dan kompleks. Alat bukti yang digunakan harus
sah menurut hukum dan khusus terkait TPPU. Pembuktian
unsur-unsur TPPU yang berupa unsur subjektif, objektif, dan
kausalitas ini telah diatur di dalam undang-undang yang
mengenai  ketentuan pembuktian TPPU di Indonesia
memberikan beban pembuktian kepada terdakwa dalam
perkara tindak pidana tersebut. Asas yang menjiwai ketentuan
pembebanan pembuktian semacam itu adalah praduga bersalah.
Presumption of guilt adalah prinsip yang menyatakan bahwa
seseorang dianggap bersalah kecuali terbukti tidak bersalah,
sehingga beban pembuktian ada pada tersangka atau terdakwa,
bukan Penuntut Umum. Teknis pembuktian dalam persidangan
tindak pidana pencucian uang sebenarnya penuntut umum
membuktikan terlebih dahulu dakwaan tindak pidana
pencucian uang kemudian setelah itu baru giliran dari
terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa
tidak terkait atau berasal dari tindak pidana sesuai yang
didakwakan oleh penuntut umum.

2. Kedudukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara TPPU
berperan penting. Meskipun demikian, mengenai kejelasan
dasar hukum LHKPN sebagai alat bukti tindak pidana
pencucian uang di Indonesia masih tergolong samar karena
ketidakjelasan rumusan dalam mendefinisikan secara eksplisit
mengenai LHKPN sebagai alat bukti baik di dalam UU KPK
maupun di UU PPTPPU. Hal ini menimbulkan keraguan di
pengadilan mengenai keabsahan LHKPN sebagai alat bukti.
Sehingga beberapa hakim berpendapat bahwa LHKPN tidak
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4.2 Saran

dapat dijadikan alat bukti karena tidak diatur secara eksplisit
dalam hukum acara pidana. Hal ini menyebabkan LHKPN
seringkali diabaikan dalam proses persidangan. Selain itu,
ketidaktegasan pengaturan sanksi mengenai pelaporan LHKPN
yang tidak sesuai dengan kekayaan para penyelenggara negara
secara riil ini membuat LHKPN dapat dimanipulasi oleh
penyelenggara negara untuk menyembunyikan harta
kekayaannya. Hal ini dapat mempersulit proses pembuktian
dalam perkara korupsi dan pencucian uang

Terkait beberapa poin dari kesimpulan di atas, maka dalam hal ini
penulis ingin memberikan beberapa saran terkait hal tersebut, yakni di
antara lain:

1. Spesifikasi pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang

(TPPU) di Indonesia yaitu Memperkuat Kerangka Hukum
dengan Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) untuk memperjelas
definisi dan unsur-unsur TPPU, serta memperluas jenis alat
bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian TPPU,
Menambahkan aturan mengenai pembuktian terbalik dalam
TPPU, di mana terdakwa dibebankan untuk membuktikan
sumber harta kekayaannya yang tidak sebanding dengan
penghasilan resminya, Membentuk tim khusus yang
menangani perkara TPPU dengan keahlian dan pengalaman
yang memadai sehingga dengan menerapkan berbagai saran di
atas, diharapkan spesifikasi pembuktian dalam TPPU di
Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga proses penegakan
hukum TPPU menjadi lebih efektif.

Dalam upaya meningkatkan kekuatan pembuktian Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai alat
bukti dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
di Indonesia yaitu Memperkuat Verifikasi dan Validasi
LHKPN,  Melakukan  pemeriksaan  harta  kekayaan
penyelenggara negara secara berkala dan mendalam,
Memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara negara yang
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tidak patuh dalam melaporkan LHKPN atau melaporkan data
yang tidak benar, Memperjelas Ketentuan Hukum tentang
LHKPN dengan Melakukan revisi terhadap peraturan
perundang-undangan Yyang terkait dengan LHKPN untuk
memperjelas status LHKPN sebagai alat bukti dalam
penuntutan TPPU; Menetapkan standar pembuktian yang jelas
dan terukur untuk menilai kekuatan pembuktian LHKPN
dalam perkara TPPU. Sehingga dengan menerapkan berbagai
saran di atas, diharapkan kekuatan pembuktian LHKPN
sebagai alat bukti dalam penuntutan TPPU di Indonesia dapat
ditingkatkan, sehingga proses penegakan hukum TPPU
menjadi lebih efektif dan efisien.
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